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Studi ini membahas bagaimana peran aktor-aktor politik Mesir pada masa transisi 
yang menyebabkan kegagalan transisi demokrasi. Aktor-aktor tersebut di antaranya: 
1) militer (SCAF (Supreme Council of Armed Forces)) yang mengambil alih kekuasaan 
sementara pada masa transisi; 2) kelompok Islam yang di dalamnya termasuk Ikhwanul 
Muslimin dan kelompok Salafi; 3) elite rezim lama (status quo) yang merupakan elite 
sisa rezim Mubarak baik yang masih berada dalam struktur politik maupun yang telah 
tersingkir; dan 4) kelompok sekuler yang merupakan para elite dan aktivis masyarakat 
sipil yang muncul sejak revolusi anti-Mubarak terjadi. Interaksi aktor-aktor ini dianalisis 
dengan kerangka konsep transisi demokrasi dan teori elite dalam transisi yang dike-
mukakan oleh Higley dan Burton. Dari analisis tersebut, studi ini menemukan bahwa 
terjadi kegagalan elite settlement antara aktor-aktor politik Mesir akibat perbedaan 
ideologi dan gagalnya pengelolaan koalisi antara kelompok Islam dan kelompok se-
kuler. Selain itu, studi ini juga menemukan tidak terjadinya elite convergence karena 
para aktor memiliki komitmen yang rendah terhadap demokrasi sebagai satu-satunya 
aturan main. Kedua hal tersebut menyebabkan instabilitas politik yang berujung pada 
kudeta militer yang menandai gagalnya transisi demokrasi Mesir. 
Kata kunci : Mesir, Timur Tengah, Arab Spring, Transisi Demokrasi, Aktor Politik dan 
Elite Politik
ABSTRACT
This study discusses the role of political actors in Egypt during the transition period 
leading to the failure of democratic transition in the country. These actors are: 1) the 
military, (SCAF (Supreme Council of Armed Forces)); 2) the Islamic groups, including the 
Muslim Brotherhood and Salafi groups; 3) the elites of the old regime (status quo), that 
are the remnants of the Mubarak regime either still in the political structure or been 
eliminated; and 4) the secular groups, including elites and civil society activists emerged 
since the anti-Mubarak revolution. The interaction of these actors was analyzed by 
applying the conceptual framework of democratic transition and elites in transition 
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theory proposed by Higley and Burton. From the analysis, the study finds that the 
settlement among political actors in Egypt was absent as the result of differences in 
ideology and the failure of the coalition management between the Islamists and secular 
groups. Furthermore, the study also reveals the absence of elite convergence because 
the actors have low commitment to democracy as the only game in town. Both of these 
have caused political instability which ended with a military coup in 2013. The coup is 
a sign of the failure of Egypt’s transition to democracy.




Tumbangnya sebuah rezim otoriter yang didorong oleh gerakan rak-
yat seharusnya menjadi kesempatan bagi suatu negara untuk menja-
di negara demokrasi. Begitu pula yang seharusnya terjadi di Mesir. 
Tumbangnya kekuasaan Husni Mubarak pada 11 Februari 2011 oleh 
kelompok pemuda merupakan sebuah kesempatan besar yang dimiliki 
Mesir untuk menjadi sebuah negara demokrasi. Pasalnya, kelompok ini 
memang menuntut pemilihan umum yang bebas dan adil, kebebasan 
berbicara dan berserikat, serta mengakhiri kekuasaan otoriter (Ottaway 
dan Ottaway 2015). Dengan kata lain gerakan kelompok ini mengingin-
kan Mesir menjadi negara demokrasi setelah 30 tahun diperintah oleh 
rezim otoriter Mubarak.
Sayangnya, harapan untuk menjadi negara demokrasi tidak terwujud 
di Mesir. Pasalnya, aktor-aktor politik yang tampil pada masa transisi 
justru membuat demokrasi sulit untuk ditegakkan di negara Fir‘aun 
tersebut. Aktor-aktor yang dimaksud di antaranya: militer, dalam hal ini 
SCAF (Supreme Council of Armed Forces) yang mengambil alih kekua-
saan sementara pada masa transisi; kelompok Islam, yang di dalamnya 
termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok Salafi; elite rezim lama 
(status quo); elite rezim Mubarak baik yang masih berada dalam struk-
tur politik maupun yang telah tersingkir; dan kelompok sekuler, yakni 
aktor-aktor politik sekuler yang berpengaruh sejak revolusi anti-Muba-
rak (Ozhan 2013, 13-24). Aktor-aktor politik tersebut telah menciptakan 
situasi yang buruk bagi transisi demokrasi Mesir. Situasi buruk yang 
dimaksud di antaranya dapat dilihat ketika pengambilalihan kekuasa-
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an oleh SCAF pasca Mubarak, pemilihan umum yang menimbulkan 
polemik, dibubarkannya parlemen terpilih, konflik dalam penyusunan 
konstitusi baru, hingga kudeta militer 3 Juli 2013 terhadap pemerintah-
an Mursi yang sebelumnya terpilih dalam pemilihan umum. 
Peran aktor-aktor politik merupakan salah satu studi penting dalam 
narasi studi-studi transisi demokrasi. Bersatu atau tidaknya elite yang 
dalam hal ini disebut aktor-aktor politik secara konsensual memiliki 
dampak terhadap berhasil atau gagalnya sebuah negara yang sedang 
berada dalam masa transisi untuk mencapi demokrasi yang terkonsoli-
dasi (Burton, Gunther, dan Highley dalam Highley dan Gunther 1992, 
23). Senada dengan hal tersebut, studi ini ingin melihat bagaimana 
aktor-aktor politik yang disebut di atas dapat memengaruhi proses tran-
sisi demokrasi suatu negara dalam hal ini Mesir, yang dimulai dari 
jatuhnya rezim Mubarak hingga jatuhnya rezim Mursi. Rentang waktu 
tersebut merupakan momen paling menentukan dalam transisi demo-
krasi Mesir. Maka dari itu pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah 
Bagaimana peran aktor politik dapat menyebabkan gagalnya transisi 
demokrasi di Mesir?.
STUDI LITER ATUR
Menurut O’Donell dan Schmitter (1993, 6), transisi merupakan “inter-
val antara satu rezim politik dengan rezim setelahnya. Transisi sendiri 
memiliki batas, yaitu di satu sisi, dengan terjadinya pembubaran atas 
suatu rezim otoriter, dan di sisi lain, dengan berjalannya beberapa ben-
tuk praktik demokrasi, kembalinya beberapa bentuk praktek otoritari-
anisme, atau kemunculan alternatif yang revolusioner”. 
Masa transisi memiliki ciri-ciri yang sangat khas yaitu merupakan 
rentang waktu yang diisi dengan ketidakpastian (O’Donell dan Schmit-
ter 1993, 1). Tidak ada aturan baku yang dapat diikuti di dalam masa 
transisi. Sebagian bentuk aturan bahkan sistem politik tidak berlaku 
pada fase ini. Konstitusi dapat dibubarkan dan lembaga politik belum 
tentu dapat berjalan dengan efektif. Bahkan hasil dari masa transisi 
sangat tidak pasti yang dapat mengarah pada demokrasi atau dapat 
pula menjadi lebih buruk seperti perang sipil yang tidak pernah ada 
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akhirnya. Di sisi lain, ketidakpastian ini juga diisi dengan suatu aktivitas 
yang umumnya terjadi pada negara-negara yang mengalami transisi 
yaitu negosiasi antar elite. Elite-elite merebut momen kekosongan dan 
ketidakpastian untuk memengaruhi pembentukan aturan main yang 
baru demi kepentingan mereka. Negosiasi tersebut dapat berbentuk 
pakta kesepakatan baik formal maupun informal yang akhirnya menen-
tukan hasil dari transisi itu sendiri (O’Donell dan Schmitter 1993, 58). 
Akan tetapi, meskipun negosiasi terjadi, hal tersebut tidak menjamin 
akan tercapainya kesepakatan di antara elite. 
Sementara itu, transisi demokrasi merupakan sebuah fase ketika 
kekuasaan otoriter berakhir dan digantikan oleh rezim demokrasi baru. 
Ciri yang melekat pada transisi demokrasi adalah hal tersebut merupa-
kan suatu proses yang panjang dan pemerintahan baru yang demokratis 
bisa saja terbentuk. Akan tetapi, masih terdapat berbagai permasalahan 
terkait sisa rezim otoriter yang belum berubah sepenuhnya, sehingga 
dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konsolidasi demokrasi 
(Hurriyah 2009, 21).
Untuk mencapai sistem demokrasi yang relatif mapan atau disebut 
dengan demokratisasi suatu negara harus melewati beberapa fase. Se-
tidaknya demokratisasi dapat terjadi dalam 3 fase yakni: pertama, fase 
persiapan ketika terjadi polarisasi aktor-aktor politik yang melemahkan 
rezim otoriter dan kemudian terjadi konflik yang menyebabkan rezim 
otoriter tersebut jatuh; kedua, fase memutuskan yang merupakan fase 
terjadinya kompromi dan negosiasi antar elite yang kemudian menga-
rah pada penetapan beberapa aturan-aturan baru yang disepakati; dan 
ketiga, fase pembiasaan (habituation) yaitu para aktor politik membi-
asakan diri dengan aturan demokrasi atau sering juga disebut sebagai 
fase konsolidasi (Hurriyah 2009, 352-361).
Transisi demokrasi dapat dikatakan berhasil ketika: pertama, telah 
terjadi kesepakatan mengenai prosedur-prosedur politik untuk mengha-
silkan suatu pemerintahan terpilih; kedua) pemerintahan tersebut ber-
kuasa atas dasar legitimasi yang sah karena telah dipilih oleh mayoritas 
melalui pemilihan umum yang bebas; ketiga) pemerintahan tersebut 
secara de facto menghasilkan kebijakan-kebijakan baru; dan keempat) 
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lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif secara de jure tidak harus 
berbagi kekuasaan dengan badan-badan lain. Keempat syarat tersebut 
harus terpenuhi sebagai standar berhasilnya sebuah transisi demokrasi 
(Linz dan Stepan 1996, 3). Persyaratan-persyaratan tersebut merupakan 
hal mendasar yang mencakup demokrasi secara prosedural.
Penulis dalam hal ini berasumsi bahwa apabila salah satu dari per-
syaratan tersebut tidak terpenuhi, maka transisi berarti tidak berhasil, 
dengan kata lain mengalami kegagalan. Asumsi tersebut didasarkan 
pada syarat demokratisasi menurut Huntington (1997, 45) yang menga-
takan bahwa proses tersebut terjadi ketika rezim otoriter telah berakhir 
untuk dilanjutkan dengan dibangunnya rezim demokratis, dan kemu-
dian rezim demokratis tersebut bergerak menuju konsolidasi demokrasi. 
Syarat keberhasilan transisi demokrasi yang dibuat Linz dan Stepan 
di atas berada pada tahap pembangunan rezim demokratis. Dengan 
kata lain, proses demokratisasi tak dapat bergerak menuju konsolidasi 
demokrasi apabila pemerintahan demokratis tidak berhasil dibentuk.
Pada masa transisi demokrasi paling tidak elite dan aktor politik 
dapat dibagi ke dalam empat bagian yaitu: pertama, konservatif garis 
keras; kedua) kelompok pembaharu (garis lunak); 3) oposisi garis lunak; 
dan 4) oposisi garis keras. Interaksi dari keempat aktor ini sering disebut 
sebagai four player games (Huntington 1997, 155). Elite dalam hal ini 
merupakan orang-orang yang memiliki posisi menentukan dalam suatu 
organisasi yang berkuasa, gerakan, atau lembaga lainnya yang dapat 
memengaruhi politik nasional secara reguler dan substansial (Higley 
dan Burton 1989, 18). Biasanya elite-elite tersebut didefinisikan seba-
gai pemegang posisi teratas dalam penguasaan sumber daya politik, 
pemerintahan, ekonomi, militer, profesional, komunikasi, organisasi 
budaya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat. Oleh karenanya, dapat 
dipahami bahwa para elite menentukan arah masa depan politik dalam 
suatu transisi demokrasi.
Elite memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan stabil atau 
tidaknya suatu rezim. Dalam studinya, Higley dan Burton (1989, 20)
mengatakan bahwa apabila elite nasional bersatu secara konsensual, 
maka suatu rezim akan mendapatkan kestabilan. Sebaliknya, apabila 
46 JURNAL POLITIK, VOL. 2, NO. 1, AGUSTUS 2016
elite nasional dalam suatu negara tidak bersatu maka rezim di nega-
ra tersebut pun akan mengalami ketidakstabilan. Dalam studinya itu, 
Higley dan Burton menjelaskan pula bahwa pada dasarnya kondisi elite 
tidaklah dalam kondisi bersatu. Namun kemudian, ketika negara terse-
but mengalami perubahan, bersatunya elite akan menjadi penentu sta-
bil atau tidaknya rezim baru yang terbentuk. Elite yang bersatu secara 
konsensual membentuk berbagai kesepakatan formal maupun informal 
yang berkaitan dengan aturan main dalam kekuasaan, sehingga dalam 
kondisi yang demikian rezim dapat berjalan dengan stabil.
Apabila dikaitkan dengan studi transisi demokrasi, sebagaimana te-
lah disinggung sebelumnya, pada dasarnya elite nasional pada masa 
transisi berada pada kondisi tidak bersatu. Hal ini kemudian yang mem-
buat masa transisi menjadi fase yang tidak stabil. Oleh karenanya, untuk 
mencapai suatu keberhasilan menuju demokrasi, elite dalam negara 
transisi harus bersatu secara konsensual dalam menyepakati aturan 
main yang akan mereka jalankan.
Untuk sampai kepada konsensus di antara elite tentang aturan main 
tersebut, terlebih dahulu terjadi sebuah proses yang disebut sebagai 
transformasi elite. Higley dan Burton menjelaskan bahwa terdapat dua 
jalur yang dapat ditempuh dalam proses tersebut. Jalur pertama adalah 
“elite settlement” dan yang kedua adalah “elite convergence ”. Dalam 
konsep elite settlement, para elite yang sebelumnya bermusuhan dalam 
waktu yang cukup lama, dalam suatu kondisi tiba-tiba mereorganisir 
hubungan mereka dengan melakukan kompromi dan negosiasi (Higley 
dan Burton dalam Burton dan Ryu 1997, 5; lihat juga Admojo 2016). 
Sementara elite convergence merupakan sebuah proses yang berjalan 
dalam 2 (dua) tahap yaitu: pertama,  faksi yang tidak loyal ataupun 
tidak terlalu loyal terhadap ideologi, merebut kekuasaan dengan cara 
berkoalisi untuk memenangkan pemilihan umum; kedua, faksi yang 
kalah kemudian terpaksa melakukan deradikalisasi ideologinya untuk 
mendapatkan dukungan pemilih moderat dalam pemilihan umum dan 
tetapi beroposisi dengan yang berkuasa (Gunther dan Higley dalam 
Huang 1998, 18).
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Dalam studi ini, teori tersebut dapat menjelaskan bagaimana inter-
aksi aktor politik yang terjadi di Mesir kemudian menghasilkan sebuah 
kegagalan transisi demokrasi. Konflik antara kelompok Islam dan ke-
lompok sekuler pada saat pemerintahan Mursi merupakan bentuk nyata 
dari apa yang disebut sebagai elite yang tidak bersatu (disunited elite). 
Dampaknya adalah sebuah ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan poli-
tik dimaksud adalah ketika konflik elite tersebut menjalar ke level massa 
yang membuat masyarakat akhirnya terbelah antara pendukung Mursi 
dan anti-Mursi. Kedua kelompok ini kemudian menciptakan ketidak-
stabilan politik karena terlibat konflik kekerasan sehingga menghasil-
kan kekacauan. Dalam situasi kacau tersebut SCAF mengambil alih 
kekuasaan dengan melakukan kudeta terhadap pemerintahan Mursi. 
METODE PENELITI A N
Penelitian kualitatif menjadi pendekatan penelitian yang digunakan 
dalam studi ini. Penelitian kualitatif memiliki ciri yang berbeda dan 
kegunaan yang berbeda jika dibandingkan dengan penelitian kuantita-
tif. Jika penelitian kuantitatif merupakan upaya seorang peneliti untuk 
mengukur sesuatu, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 
upaya untuk memaknai data-data dalam proses pencarian kebenaran 
yang menggunakan logika induksi (Ritchie dan Lewis 2003, 26).
Menurut Ritchie, pada dasarnya penelitian kualitatif memiliki em-
pat fungsi yang digolongkan sebagai berikut: pertama, kontekstual, yang 
bertujuan untuk memaparkan sebuah fenomena yang terjadi; kedua, eks-
planatori, yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif menjelaskan hu-
bungan-hubungan yang terjadi dalam sebuah fenomena; ketiga, evaluatif, 
yang menilai seberapa baik sesuatu dapat berjalan, keempat, generatif, 
yang menciptakan sesuatu yang baru untuk mengembangkan teori sosial 
yang telah ada (Ritchie dan Lewis 2003, 26). Studi ini sendiri memiliki 
fungsi eksplanatori karena menjelaskan hubungan antara peran aktor 
pada masa transisi sebagai penyebab gagalnya transisi demokrasi.
Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah dengan meng-
gunakan metode studi literatur. Berbagai data sekunder di antaranya: 
buku, jurnal, serta berita-berita dari internet akan dijadikan sebagai 
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sumber data penelitian ini. Tidak adanya akses terhadap data-data pri-
mer seperti penelitian lapangan ataupun wawancara mendalam terha-
dap aktor-aktor transisi Mesir menjadi kelemahan sekaligus keterbatasan 
dari penelitian ini.
K EGAGA L A N TR A NSISI DEMOK R ASI DI MESIR
Gagalnya transisi demokrasi di Mesir disebabkan oleh tidak bersatunya 
aktor politik Mesir pada masa transisi. Hal ini diawali oleh gagalnya elite 
settlement ketika kesepakatan antar aktor politik tentang posisi kekuasaan 
maupun aturan main tidak dapat bertahan. Kegagalan yang dimaksud 
adalah tidak bertahannya kesepakatan antara kelompok Islam dan ke-
lompok sekuler dalam mempertahankan pemerintahan sipil baru yang 
dipimpin oleh Mursi. Hal ini kemudian membuat kondisi Mesir menjadi 
tidak stabil. Munculnya konflik antara kelompok Islam dan kelompok 
sekuler akibat perbedaan ideologi di antara keduanya berujung pada 
kekacauan dan konflik fisik. Akibatnya, militer kemudian mengambil 
alih kekuasaan dengan cara kudeta terhadap pemerintahan Mursi. 
Di sisi lain, bersatunya elite ataupun aktor politik melalui jalan elite 
convergence pun tak terjadi. Hal ini disebabkan karena aktor politik 
yang tidak berada di kekuasaan tidak mau menyelesaikan konfliknya 
dengan membangun koalisi dan menyelesaikannya dalam pemilihan 
umum. Hal ini memperlihatkan lemahnya komitmen para aktor terse-
but terhadap demokrasi sebagai satu-satunya aturan main. Lemahnya 
komitmen terhadap demokrasi ini pula lah yang membuat perpecahan 
tak dapat diselesaikan. Sebagaimana telah dijelaskan, perpecahan ter-
sebut pula yang menciptakan tidak stabilnya rezim pada masa transisi. 
Pada akhirnya kudeta militer menjadi penanda dari gagalnya transisi 
demokrasi di Mesir.
TR A NSISI DEMOK R ASI MESIR DI 
BAWA H K ENDA LI MILITER
Menurut O’Donell dan Schmitter (1993, 6) “transisi merupakan inter-
val antara satu rezim politik dengan rezim setelahnya. Interval tersebut 
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dibatasi di satu sisi, dengan terjadinya pembubaran atas suatu rezim 
otoriter, dan di sisi lain, dengan berjalannya beberapa bentuk praktek 
demokrasi, kembalinya beberapa bentuk praktek otoritarianisme, atau 
kemunculan alternatif yang revolusioner”. Artinya, masa transisi demo-
krasi dimulai ketika rezim otoriter jatuh dari kekuasaan dan berakhir 
saat rezim baru yang terpilih dan memerintah secara demokratis ber-
hasil muncul dan bertahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Linz 
dan Stepan, untuk mencapai keberhasilan dalam transisi demokrasi 
harus menjadi “the only game in town” (satu-satunya aturan main di 
sebuah wilayah). 
Transisi demokrasi Mesir dimulai ketika Mubarak turun dari jabatan 
sebagai presiden dan SCAF mengambil alih kekuasaan yang kemudian 
melaksanakan agenda-agenda transisi. Agenda-agenda yang dimaksud 
terdiri dari beberapa hal yakni pembuatan konstitusi baru dan pemili-
han umum. SCAF sebagai pemimpin masa transisi telah melaksanakan 
keduanya. Namun demikian, pelaksanaan agenda transisi tersebut tak 
berhasil mengantarkan Mesir menjadi sebuah negara demokrasi.
Dalam melaksanakan perubahan konstitusi, SCAF membentuk 
sebuah komite khusus yang diberi mandat untuk menentukan proses 
penyusunan dan penerapan konstitusi baru; membuat mekanisme 
pemilu yang bebas dan adil; dan membatasi kekuasaan pemerintah 
yang telah mengganggu hak dan kebebasan rakyat (European Union 
2015). Hasilnya komite ini berhasil memberikan beberapa perubahan 
mengenai terbukanya kesempatan bagi siapapun yang ingin menjadi 
presiden, membatasi masa jabatan presiden menjadi empat tahun untuk 
dua periode, memperkuat peran parlemen dalam situasi darurat, mene-
gakkan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dan kebebasan 
sipil, serta menetapkan mekanisme amandemen konstitusi (Stilt 2012, 
5-10). Hasil keputusan ini kemudian disetujui oleh mayoritas rakyat Me-
sir melalui referendum. Akan tetapi, hasil referendum tersebut diganti 
oleh SCAF dengan mengeluarkan Deklarasi Konstitusional 30 Maret 
2011 yang berisi 63 pasal sebagai konstitusi sementara tanpa proses 
referendum ulang. Ini menunjukkan bagaimana SCAF memimpin 
masa transisi dengan cara yang tidak demokratis. Pasalnya, meskipun 
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tak banyak perubahan dari hasil referendum sebelumnya, tetapi mem-
batalkan hasil referendum tanpa referendum ulang adalah sikap yang 
tidak menghargai demokrasi. Akhirnya, hanya aturan main SCAF yang 
diikuti hingga pemilihan umum dilaksanakan.
Agenda kedua yakni pemilihan umum. Pemilu di Mesir dilaksana-
kan dua kali selama masa transisi. Kedua pemilu tersebut yakni pemilu 
parlemen yang dimulai pada November 2011 dan pemilu presiden yang 
dilaksanakan pada Mei – Juni 2012. Kedua pemilu di Mesir tersebut 
dijalankan dengan relatif demokratis. Posisi SCAF sebagai pemerintah 
transisi tidak memperlihatkan intervensi yang berarti pada proses pe-
milihan umum.
Dari hasil pemilihan umum parlemen, terlihat bahwa kelompok 
Islam secara umum yakni IM dan Salafi (Al Nour) mendominasi par-
lemen. Di Majlis Ashaab (Majelis Rendah Parlemen Mesir), Aliansi 
Demokratik untuk Mesir (Democratic Alliance for Egypt) yang dipimpin 
oleh partai FJP (Freedom and Justice Party, kelompok Ikhwanul Mus-
limin) memenangkan mayoritas kursi di parlemen. Aliansi ini terdiri 
dari FJP (216 kursi), Karama (6 kursi), Al Hadara (2 kursi), dan Partai 
Buruh (1 kursi), dengan total 225 kursi (45,2%). Aliansi ini diikuti oleh 
blok Islamis yang dipimpin oleh partai Al Nour yang berbasis Salafi 
dengan perolehan kursi sebesar 125 kursi (25%). Blok ini terdiri dari Al 
Nour Party (109 kursi), Partai Pembangunan (13 Kursi) dan Al Asala 
(3 kursi). Blok lainnya adalah Blok Mesir (Egyptian Bloc) yang terdiri 
dari Tagammu Party (3 kursi), Partai Sosial Demokrat Mesir (16 kursi) 
dan Partai Kebebasan Mesir (15 kursi) dengan total perolehan 34 kursi 
(6.8 %). Selain unggul di Majlis Ashaab, Ikhwanul Muslimin dan Salafi 
juga mendominaasi perolehan kursi di Majlis Ashura (Majelis Tinggi). 
Aliansi Demokratik untuk Mesir memenangkan 105 dari total 180 kursi 
yang diperebutkan melalui pemilihan umum. Blok Islamis mendapat 
45 kursi dan yang lainnya tak lebih dari 14 kursi (Basyar 2015, 28).
Sementara itu, Pemilihan Umum Presiden dimenangkan oleh Mu-
hammad Mursi yang telah mengalahkan 12 calon lainnya pada putaran 
pertama dan mengalahkan Ahmed Shafik (Perdana Menteri terakhir 
era Mubarak) pada putaran kedua. Pada pemilihan umum putaran ke-
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dua, Mursi dan Shafik bersaing dengan ketat. Hal ini terlihat dengan 
perolehan suara yang tidak berbeda jauh. Mursi memperoleh 51,73% 
suara, sementara Shafik mendapat 48,27%. 
Meskipun terpilihnya Mursi menjadi penanda akhir transisi di ba-
wah kendali militer, akan tetapi periode ini sebenarnya menyimpan 
beragam persoalan yang ikut memperburuk situasi politik Mesir sete-
lahnya. Permasalahan yang terjadi pada masa kepemimpinan militer 
yang dimaksud salah satunya adalah pada saat pembentukan Majelis 
Konstituen oleh parlemen yang baru terpilih. Posisi mayoritas yang 
dimiliki oleh kelompok yang berideologi Islam membuat kelompok 
yang berideologi sekuler tidak bisa menerima kenyataan bahwa jumlah 
anggota Majelis Konstituen juga didominasi oleh kelompok berideologi 
Islam. Hal ini membuat pemilihan Majelis Konstituen dilaksanakan 
sebanyak dua kali karena adanya pengulangan demi menyelesaikan 
perselisihan. Meski demikian konflik antara kedua kelompok ini pun 
tetap berlanjut pada tahap pembuatan naskah konstitusi. 
Persoalan lainnya yang terjadi pada masa kepemimpinan SCAF ada-
lah dibubarkannya parlemen terpilih. Setelah berhasil terpilih melalui 
pemilihan umum dan selesai membentuk Majelis Konstituen, pada 
14 Juni 2012 parlemen baru Mesir dibubarkan oleh SCC (Supreme 
Constitutional Court). Alasan SCC melakukan pembubaran tersebut 
adalah mekanisme pemilihan anggota parlemen yang dianggap menya-
lahi konstitusi sementara. Kesalahan tersebut berkaitan dengan pasal 
yang menyatakan bahwa siapapun berhak mengikuti pemilihan umum, 
sementara aturan pemilu tak memberi kesempatan calon independen 
untuk terpilih melalui daftar partai. Sebaliknya, calon dari partai dapat 
terpilih melalui jalur independen. Meskipun demikian, pembubaran 
ini lebih memiliki motif politik daripada hukum. Hal ini disebabkan 
karena keputusan SCC ini disambut oleh SCAF dengan mengeluarkan 
addendum Deklarasi Konstitusional 30 Maret 2011 pada 17 Juni 2012 
yang berisi tentang 1) keistimewaan militer dalam hal pembahasan 
apapun yang berkaitan dengan militer; 2) kewenangan kepada badan 
di bawahnya sendiri untuk mengambil kekuasaan legislatif karena di-
bubarkannya Majlis Ashaab oleh SCC; 3) hak SCAF menunjuk 100 
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anggota Majelis Konstituen karena parlemen sebelumnya dianggap ti-
dak mampu menyelesaikan berbagai perseteruan di internal parlemen 
dalam merumuskan hal tersebut; 4) kekuasaan SCAF bersama dengan 
partai-partai untuk merumuskan naskah konstitusi; dan 5) penyusun-
an ulang jadwal transisi termasuk pemilihan umum parlemen ulang 
(Carter Center 2012, 12). Hal ini memperlihatkan bagaimana militer 
ingin tetap memiliki pengaruh dalam politik Mesir meskipun presiden 
baru telah terpilih.
Menanggapi hal tersebut. Mursi yang masih berstatus calon presiden 
pada saat itu mencoba memperkokoh posisinya dengan mengadakan 
pertemuan di Hotel Fairmont tanggal 22 Juni 2012. Mursi bersama 
kelompok Ikhwanul Muslimin dan partainya Freedom and Justice Party 
menggalang dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka, tokoh partai politik 
dan tokoh gerakan kaum muda. Dukungan itu diminta oleh Mursi un-
tuk menghadang Ahmed Shafik karena dianggap mewakili rezim lama 
serta mengatasi ancaman yang muncul dari militer. Dalam pertemuan 
itu pula terjadi kesepakatan untuk mendukung Mursi, tetapi dengan 
mengajukan 6 (enam) syarat (Mukhtar dan Sasnal 2013, 3), yaitu: 
1. Membentuk sebuah pemerintahan persatuan nasional yang di-
kepalai oleh tokoh politik yang tidak memiliki latar belakang IM 
ataupun FJP;
2. Melibatkan tokoh-tokoh dari seluruh gerakan nasional dalam tim 
presiden; 
3. Menolak addendum Deklarasi Konstitusional 17 Juni 2012;
4. Menolak pembubaran parlemen oleh SCC;
5. Menyeimbangkan jumlah perwakilan sekuler dan islamis dalam 
Majelis Konstituen; dan
6. Menjunjung transparansi dan keterbukaan informasi kepada ma-
syarakat Mesir.
 Kesepakatan tersebut disetujui oleh hampir seluruh elite politik 
non-militer dan elite politik sekuler yang ada di Mesir. Hal ini dianggap 
sebagai satu-satunya cara untuk membendung ancaman sisa-sisa rezim 
Mubarak yang dapat mengembalikan Mesir kepada otoritarianisme. 
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DINA MIK A TR A NSISI DI BAWA H 
PEMER INTA H A N MURSI
Setelah resmi dilantik dan diambil sumpah pada 30 Juni 2012, langkah 
pertama yang diambil Mursi sebagai presiden adalah mengeluarkan 
dekrit untuk mengembalikan posisi Majlis Ashaab untuk dapat kembali 
bersidang. Selain itu, melalui dekrit tersebut Mursi juga mengatakan 
bahwa pemilihan umum akan diadakan dalam waktu 60 hari setelah 
konstitusi selesai dibuat oleh Majelis Konstituen yang telah terpilih 
sebelumnya. Namun, upaya ini dianggap tidak sah oleh SCC. Mahka-
mah Tinggi Konstitusi Mesir tersebut memperingatkan Mursi bahwa 
langkah yang diambilnya adalah tidak sah dan jika melawan akan di-
anggap sebuah tindakan pelanggaran hukum. SCAF kemudian juga 
menanggapi dekrit ini dengan mengadakan pertemuan darurat namun 
tidak ada keterangan apapun yang dibagikan ke publik terkait pertemu-
an tersebut (BBC 2012).
Meskipun status Majlis Ashaab masih diperdebatkan, Majelis Kon-
stituen masih menjalankan fungsinya. Namun, masa kerja badan terse-
but dibatasi oleh SCC dan akan berakhir pada 24 September 2012. Di 
lain pihak, SCAF menyatakan siap mengambil perannya sesuai dengan 
addendum 17 Juni bahwa mereka memiliki kewenangan untuk meng-
ambil alih kekuasaan legislatif dan melakukan veto terhadap konstitusi 
apabila Majelis Konstituen tidak berjalan dengan benar (Watson 2012).
Posisi Mursi sebagai presiden sangat berat sebab harus berhadap-
an dengan SCAF dan juga SCC. Jika demikian, maka agenda untuk 
melangsungkan perubahan akan penuh dengan gangguan. Dengan 
latar belakang situasi itu, pada 12 Agustus 2012 Mursi mengeluarkan 
dekrit yang membatalkan adendum 17 Juni 2012 dan memberikan ke-
wenangan penuh atas kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selain itu, 
apabila Majelis Konstituen tidak dapat menyelesaikan tugasnya pada 
waktu yang telah ditentukan, maka presiden memiliki hak penuh un-
tuk mengambil keputusan yang dianggap perlu. Dalam dekrit tersebut, 
Mursi juga memensiunkan Jenderal Husein Tantawy dari jabatannya 
sebagai kepala SCAF dan menggantinya dengan El Sisi (Knell 2012). 
Namun demikian, Hussein Tantawy diberikan penghargaan tertinggi 
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negara atas jasa-jasanya. Langkah tersebut oleh sebagian pihak dianggap 
sebagai kudeta halus terhadap militer. Hal ini juga dianggap keputus-
an yang memberikan para jenderal tersebut jalan keluar yang aman. 
Hal ini dinilai tidak baik bagi kelompok pro hak asasi manusia sebab 
mereka menginginkan SCAF bertanggung jawab atas kekerasan yang 
fatal terhadap demonstran selama periode pemerintahan militer. Hal 
ini membuat agenda transisi yang akan dilancarkan oleh Mursi terkesan 
aman dari gangguan SCAF dan elite status quo.
Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh Mursi justru datang 
dari koalisi yang dibangunnya sebelum dilantik sebagai presiden. Koali-
si besar yang melibatkan hampir seluruh elemen oposisi tersebut teran-
cam bubar akibat gesekan yang tidak kunjung berakhir dalam Majelis 
Konstituen. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, perpecahan di 
antara kelompok oposisi Mubarak terjadi terkait dengan penyusunan 
konstitusi dalam isu penerapan syariat Islam. Kondisi deadlock yang 
terjadi dalam pembahasan konstitusi memicu aksi walkout dan boikot 
yang dilakukan kelompok sekuler. Hal ini membuat hubungan koalisi 
tersebut terpecah belah dan konstitusi terancam gagal dibuat. Kondisi 
pembahasan konstitusi yang tidak menemui titik terang tersebut di-
tanggapi oleh Mursi dengan dekrit presiden 22 November 2012 yang 
menyatakan bahwa:
1. Investigasi kasus pembunuhan dan aksi kekerasan terhadap de-
monstran akan dilaksanakan dan proses pengadilan akan dila-
kukan kembali;
2. Semua deklarasi konstitusional, aturan dan dekrit yang dikeluar-
kan oleh Mursi tidak dapat dibatalkan oleh siapapun termasuk 
individu, badan pemerintahan dan organisasi politik organisasi;
3. Presiden akan menunjuk jaksa penuntut umum baru yang akan 
ditugaskan oleh presiden untuk masa jabatan empat tahun dan 
berusia paling tidak 40 tahun;
4. Majelis Konstituen mendapatkan waktu tambahan 2 bulan untuk 
menyelesaikan naskah konstitusi;
5. Tidak ada otoritas yudikatif yang dapat membubarkan parlemen;
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6. Presiden dapat mengambil tindakan apapun yang diperlukan un-
tuk melindungi revolusi, melindungi persatuan nasional ataupun 
untuk melindungi ketertiban nasional (Ahram Online 2012a).
Yang ingin dilakukan oleh Mursi melalui dekrit tersebut adalah melin-
dungi proses pembuatan konstitusi yang hampir kehabisan waktu (Kir-
kpatrick dan El Sheikh 2012). Dengan adanya dekrit ini  presiden dapat 
memberikan waktu tambahan jika memang diperlukan. Alasan Mursi 
mengeluarkan dekrit tersebut diperkuat dengan adanya keinginan dari 
otoritas yudikatif yaitu SAC yang merencanakan untuk membubarkan 
Majelis Konstituen yang dianggap tidak dapat menyelesaikan perde-
batan karena dominasi kelompok Islam yang terlalu kuat (Kirkpatrick 
dan El Sheikh 2012).
Selain itu, penentuan jaksa penuntut umum yang baru disebabkan 
oleh kegagalan jaksa Abdel Maguid Mahmoud yang menduduki jabat-
annya sejak era Mubarak dalam menangani kasus pembunuhan terha-
dap demonstran pada peristiwa “Battle of Camel”.11Kegagalan tersebut 
membuat keadilan terhadap korban dianggap tidak terpenuhi sehingga 
Presiden Mursi memberhentikan Mahmoud dari jabatannya dan ke-
mudian diberi jabatan sebagai duta besar Mesir untuk Vatikan. Meski 
demikian, Mahmoud tidak menerima penyingkiran dirinya (Kirkpatrick 
dan El Sheikh 2012).
Di sisi lain, meskipun Mursi berniat untuk memperpanjang wak-
tu penyusunan konstitusi, namun kelompok sekuler justru menilai ini 
adalah sikap yang otoriter. Akibatnya pada 23 November 2012, terjadi 
protes besar di beberapa tempat di Mesir. Massa bahkan melakukan 
pembakaran terhadap kantor dan fasilitas IM dan FJP di daerah Suez, 
Ismailiah dan Port Said. Setidaknya terdapat 100 (seratus) orang korban 
menderita luka-luka akibat bentrokan yang terjadi antara penentang 
11 Battle of Camel merupakan peristiwa penyerangan oleh sekelompok orang yang mengenda-
rai unta dan kuda bersenjata tongkat yang menyerang dan memaksa demonstran untuk bubar 
dari Tahrir Square dan daerah lainnya dengan cara kekerasan. Hal ini terjadi pada Februari 
2012 yang memakan korban meninggal sebanyak 11 orang dan sekitar 600 orang terluka. Para 
pengendara unta dan kuda tersebut diduga merupakan orang suruhan dari pemerintahan Mu-
barak. Selengkapnya lihat di Yasmine Fathi, “Egypt’s ‘Battle of The Camel’ : The Day The Tide 
Turned”, Ahram Online, (2 Februari 2011), diakses dari http://english.ahram.org.eg/News/33470.
aspx diakses pada Kamis 12 November 2015.
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Mursi dan kelompok IM (Batrawy dan Michael 2012). Menurut ke-
lompok sekuler, dekrit yang dikeluarkan Mursi adalah upaya untuk 
menumpuk kekuasaan pada presiden sehingga tidak ada yang dapat 
menghalangi pembahasan konstitusi yang dilaksanakan di dalam Maje-
lis yang didominasi kelompok Islam tersebut. Perpanjangan waktu tidak 
akan ada artinya selagi kelompok Islam masih mendominasi Majelis 
sehingga tujuan utama dari protes yang dilakukan kelompok sekuler 
adalah menuntut Mursi untuk segera membatalkan dekrit terebut.
Aksi yang diawali pada tanggal 23 November tersebut kemudian 
berlanjut pada 27 November ketika puluhan ribu orang kembali men-
duduki Tahrir Square dengan membangun tenda-tenda (Gouda 2012). 
Namun demikian, keesokan harinya beberapa ribu orang mengadakan 
aksi di Alexandria untuk membela Mursi (CNN 2012). Kemunculan 
massa pembela Mursi menunjukkan bahwa konflik yang sebelumnya 
hanya sebatas perdebatan di Majelis Konstituen telah menjalar ke ma-
syarakat dan membelah masyarakat Mesir. Pembelahan dalam masya-
rakat ini mengakibatkan kondisi kekacauan bahkan kerap terjadi kontak 
fisik di antara mereka.
Menanggapi kekacauan yang terjadi, Mursi mengundang para tokoh 
politik untuk melakukan dialog. Hasil dari dialog tersebut membuat 
Mursi bersepakat untuk mengubah isi dari dekrit 22 November. Mursi 
bersedia untuk menghilangkan poin tentang “kekuasaan presiden yang 
dapat melakukan tindakan apapun untuk melindungi revolusi”. Namun 
demikian, dekrit tersebut tetap menjamin bahwa Majlis Ashura dan 
Majelis Konstituen yang didominasi oleh kelompok Islam tidak dapat 
dibubarkan (El Sharnoubi 2013). Hal ini tidak membuahkan kesepa-
katan antara Mursi dan para tokoh kelompok sekuler sebab Majelis 
Konstituen dan konstitusi baru merupakan kepentingan utama mereka. 
Di tengah ketegangan tersebut, Majelis Konstituen yang didominasi 
kelompok Islam menyelesaikan naskah konstitusi baru yang siap untuk 
direferendum. Menanggapi hal ini, gabungan oposisi terhadap Mursi 
yang bernama NSF (National Salvation Front) menolak konstitusi ter-
sebut dan mengampanyekan untuk memilih “tidak” dalam referendum 
konstitusi. Salah satu tokoh populer yang tergabung dalam NSF, Mo-
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hamed el-Baradei, mengatakan bahwa konstitusi tersebut sama seperti 
sampah yang harus dibuang. Amr Moussa, mantan Sekretaris Umum 
Liga Arab yang juga merupakan anggota NSF mengatakan, “Dikeluar-
kannya konstitusi tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi dengan ba-
nyaknya protes yang diterima oleh Majelis Konstituen”. Khaled Dawoud 
selaku juru bicara NSF mempertegas penolakan tersebut melalui per-
nyataannya pada 12 Desember 2012 yang mengatakan, “Kami meminta 
semua warga memilih ‘tidak’ dalam referendum konstitusi”. Meskipun 
demikian, seruan-seruan tersebut tampak tidak memengaruhi hasil dari 
referendum karena konstitusi berhasil disetujui dan kemudian ditanda-
tangani oleh Mursi pada 26 Desember 2012.
Setelah konstitusi baru disahkan, situasi justru semakin membu-
ruk. Mursi masih terus dihujat atas konstitusi yang dianggap tidak sah 
tersebut. Kelompok anti-Mursi terus melakukan protes. Kondisi yang 
semakin kacau memunculkan satu gerakan yang lahir untuk melaku-
kan protes terhadap pemerintah dan meminta Mursi untuk mundur 
dari jabatannya sebagai presiden. Gerakan tersebut bernama Tamarrod 
(berontak). Gerakan Tamarrod mengampanyekan kepada masyarakat 
Mesir untuk meminta Mursi mundur dari jabatan sebagai presiden de-
ngan cara mengumpulkan 15 (lima belas) juta tanda tangan. Angka ini 
diambil karena kemenangan Mursi sebagai presiden hanya didukung 
oleh 13,2 juta pemilih sehingga dengan angka tersebut mayoritas rakyat 
yang meminta Mursi untuk turun lebih besar daripada pendukungnya. 
Hingga tanggal 29 Juni 2013, gerakan ini mengklaim telah mengum-
pulkan 22 (dua puluh dua) juta tanda tangan. Selain mengumpulkan 
tanda tangan, gerakan ini juga mengajak masyarakat Mesir untuk me-
lakukan aksi demonstrasi di hari peringatan satu tahun pemerintahan 
Mursi pada tanggal 30 Juni 2013. Seruan aksi ini kemudian ditanggapi 
oleh IM yang melakukan aksi tandingan. Kelompok IM mengumpul-
kan massanya di wilayah Rabaa al Adawiya (Farooq 2013).
Pada 30 Juni 2013 protes tersebut benar-benar terjadi di hampir selu-
ruh Kairo, bahkan menyebar di Iskandariah, El Mahalla dan kota-kota 
di sekitar Terusan Suez. Pihak militer mengklaim terdapat 14 juta orang 
dari 84 juta total penduduk Mesir yang berada di jalanan pada 30 Juni 
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2013 (Fayed dan Saleh 2013). Menanggapi kekacauan yang terjadi, El 
Sisi memutuskan bahwa Mursi harus mengundurkan diri dan seluruh 
kegiatan presiden diawasi oleh badan intelijen. Mursi kemudian men-
coba melakukan lobi untuk mendapatkan dukungan kelompok militer, 
namun usaha itu mengalami kegagalan. Militer malah mengeluarkan 
ultimatum terhadap presiden dan seluruh partai penguasa untuk turun 
dari jabatan dalam waktu 48 jam terhitung sejak 1 Juli 2013. IM me-
ngatakan bahwa ini merupakan upaya kudeta, namun militer menolak 
pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa militer hanya menjalankan 
keinginan rakyat (Al Jazeera English 2013). Gerakan Tamarrod dan 
National Salvation Front sebagai oposisi Mursi pun menganggap bahwa 
hal ini bukanlah kudeta melainkan upaya militer untuk melindungi 
rakyat Mesir (Daily News Egypt 2013).
Pada 3 Juli 2013, El Sisi mengajak FJP, gerakan Tamarrod, Al Nour 
Party, Imam Besar Al Azhar, Pemimpin Ortodox Koptik, dan Muham-
mad El Baradei untuk melakukan pertemuan. Di waktu yang sama, 
kelompok pro Mursi menolak negosiasi dengan militer. Sementara to-
koh-tokoh politik lainnya memenuhi permintaan tersebut. Pertemuan 
tersebut kemudian membahas tentang roadmap masa depan Mesir. 
Alhasil pukul 21.00 waktu setempat, El Sisi memberikan pidato lang-
sung melalui televisi yang berisi tentang roadmap masa depan Mesir 
termasuk mengakomodasi tuntutan oposisi untuk menurunkan Mursi 
dari jabatan.
Kudeta yang mengakhiri pemerintahan Mursi menandai gagalnya 
transisi demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih 
pertama pada masa transisi dan pemerintahan Mursi pada awalnya 
muncul sebagai harapan baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situ-
asi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung 
membaik. Perdebatan sengit justru terjadi dalam penyusunan konstitusi 
baru yang seharusnya menjadi arena bagi koalisi yang dibentuk oleh 
kelompok oposisi Mubarak untuk bernegosiasi. Kuatnya kepentingan 
masing-masing kelompok menyebabkan dialog antara masing-masing 
kelompok tidak pernah menemui kesepakatan. Salah satunya adalah 
kepentingan ideologis mengenai penerapan syariat Islam dalam negara 
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yang menjadi isu sentral dan menjadi penyebab utama perpecahan 
antar elite tersebut. Perdebatan yang tak kunjung usai ini menyebabkan 
situasi politik menjadi tidak stabil. Kerusuhan demi kerusuhan pun ter-
jadi karena massa termobilisasi mengikuti pengelompokan elite sehing-
ga militer memiliki ruang untuk kembali mengambil alih kekuasaan 
dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban negara.
Dari serangkaian pembahasan di atas dapat dilihat bahwa interaksi 
aktor-aktor politik dalam masa transisi di Mesir memiliki pengaruh 
yang besar dalam menghantarkan Mesir menuju kegagalan. Sikap ma-
sing-masing aktor dalam masa transisi tidak menunjukkan dukungan 
mereka terhadap demokrasi. Hal yang menandai sikap aktor tersebut 
di antaranya: SCAF melanggar hasil amandemen konstitusi yang di-
referendum, elite rezim lama memanfaatkan celah konstitusi untuk 
membubarkan Majlis Ashaab, Mursi menggunakan dekrit untuk melin-
dungi penyusunan konstitusi oleh Majelis Konstituen yang didominasi 
oleh kelompok Islam, serta kelompok sekuler yang menggunakan aksi 
protes dan boikot untuk menolak konstitusi yang dibuat. Di level massa, 
aksi protes yang menanggapi dekrit Mursi berubah menjadi kerusuhan 
akibat bentrokan yang terjadi antara pengkritik Mursi dan pendukung 
Mursi. Hal tersebut memperlihatkan cara-cara yang digunakan ma-
sing-masing aktor untuk merespons tindakan masing-masing. Luputnya 
komitmen terhadap demokrasi menjadi ciri utama dari pola yang terja-
di. Maka dari itu, kegagalan transisi demokrasi tampak jelas terjadi di 
Mesir pada masa pasca Mubarak.
GAGA LN YA ELITE SET TLEMENT PA DA 
M ASA TR A NSISI DI MESIR
Kompromi elite-elite politik dalam menyusun rencana-rencana menge-
nai penerapan demokrasi merupakan faktor yang paling menentukan 
hasil dari suatu transisi demokrasi. Kekuatan-kekuatan politik utama 
sudah seharusnya melakukan perundingan-perundingan baik secara 
terbuka maupun secara tersembunyi mengenai langkah yang diambil 
pada masa transisi. Tentu perundingan tersebut seharusnya terjadi pada 
pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap demokrasi. Arti pen-
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ting dari negosiasi ini menurut Higley dan Burton (1989, 20) berkaitan 
tentang menciptakan suatu rezim yang stabil karena ketika elite dapat 
bersatu secara konsensual akan terjadi kestabilan rezim. Sebaliknya, 
jika tidak bersatu, maka suatu rezim menjadi tidak stabil. Hasil yang 
diharapkan merupakan bentuk kesepakatan mengenai aturan main baik 
secara formal dalam bentuk konstitusi atau kesepakatan-kesepakatan in-
formal untuk menerapkan sistem demokrasi sebagai satu-satunya aturan 
main (the only game in town).
Dalam konteks transisi demokrasi Mesir, perpecahan yang terjadi 
antara kelompok Islam dan kelompok sekuler merupakan faktor yang 
paling menentukan kegagalan proses transisi. Hal ini disebabkan karena 
SCAF sebagai pihak yang sempat mengendalikan masa transisi hanya 
bisa disingkirkan apabila elite politik sipil yang muncul pasca pemilu 
dapat menjaga kesepakatannya untuk menciptakan kestabilan politik. 
Menurut Larry Diamond, lembaga militer tidak akan mengambil ke-
kuasaan dari rezim sipil yang berhasil dan memiliki legitimasi. Mereka 
melakukan intervensi dalam politik ketika politisi sipil dan partai politik 
lemah dan terpecah (Diamond dan Plattner 2001).
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sempat terjadi pertemu-
an antara kelompok Islam dan kelompok sekuler di Hotel Fairmount 
yang menghasilkan kesepakatan untuk bersatu menghalau kekuatan 
sisa rezim lama. Pada saat itu, hampir seluruh elite politik oposisi Mu-
barak berkumpul dan bersepakat untuk mencegah kemenangan Ahmed 
Shafik. Momen ini dapat dikatakan sebagai sebuah upaya elite settle-
ment pertama antara kelompok Islam dan kelompok sekuler. 
Kesepakatan di antara elite oposisi Mubarak ini seharusnya dapat 
membuat kelompok tersebut menjadi semakin solid dan kuat. Akan 
tetapi, Mursi sebagai presiden terpilih tidak memanfaatkan hal tersebut 
dengan baik. Koalisi tersebut hancur karena perbedaan ideologis dalam 
perumusan konstitusi. Perbedaan ini muncul karena IM sebagai kelom-
pok mayoritas dalam Majelis Konstituen dikenal sebagai kelompok yang 
menolak nilai-nilai Barat dan sekularisme. Sementara itu, kelompok 
Salafi dalam hal ini partai Al Nour jelas memiliki kepentingan un-
tuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif dalam bernegara. 
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Dengan hadirnya kedua kelompok ini sebagai mayoritas, kelompok se-
kuler merasa tidak memiliki kesempatan untuk menjadikan konstitusi 
baru sebagai konstitusi yang tidak dipengaruhi oleh agama khususnya 
Islam. Alhasil, Majelis Konstituen menjadi arena pertarungan antara 
kelompok tersebut dalam menentukan aturan dasar masyarakat Mesir 
dalam bernegara. 
Terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan kelompok seku-
ler membuat situasi politik menjadi tidak stabil. Kelompok Islam yang 
merasa mendapatkan kemenangan elektoral terlihat enggan bernegos-
iasi dengan kelompok sekuler dan mempertimbangkan kembali target 
politiknya. Kelompok sekuler pun kemudian melakukan segala cara 
(walk out dalam pembentukan Majelis Konstituen dan walk out dalam 
penyusunan naskah konstitusi baru) agar konstitusi baru Mesir tidak di-
pengaruhi kepentingan kelompok Islam. Sikap kedua kelompok tersebut 
mengakibatkan proses pembuatan konstitusi menjadi sulit. Perselisihan 
ini kemudian memburuk disusul sikap kelompok sekuler yang menjadi 
anti terhadap Mursi. Akibatnya, koalisi yang telah dibentuk pun terpe-
cah belah dan menjadi lemah. 
Selain itu, Mursi sebagai presiden terpilih yang seharusnya juga 
mewakili koalisi tersebut gagal mengelola koalisinya. Dalam kabinet 
yang dibentuk oleh Mursi, tidak satupun dari kelompok sekuler yang 
ikut terlibat dalam pemerintahan. Dari 35 pos kementrian, terdapat 
lima menteri dari partai FJP, satu menteri dari partai Al Nour, dan 
satu menteri dari partai Al Wasat, serta satu orang militer, sementara 
sisanya diisi oleh para teknokrat independen, termasuk Hisham Qandil, 
yang ditunjuk sebagai perdana menteri (Ahram Online 2012b). Hal 
ini membuat ikatan koalisi menjadi renggang. Dampaknya, loyalitas 
anggota koalisi terhadap Mursi dan FJP menjadi sangat rendah.
Terjadinya deadlock dan konflik mulai dari pembentukan Majelis 
Konstituen hingga pembahasan konstitusi sebagaimana yang telah di-
singgung sebelumnya merupakan contoh nyata dari terpecahnya elite 
politik sipil yang berujung pada ketidakstabilan. Ditambah lagi, de-
krit 22 November 2012 membuat elite politik yang tergolong dalam 
kelompok sekuler semakin tidak memercayai Mursi karena dianggap 
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ingin menyelesaikan deadlock tersebut dengan cara intervensi. Hal ini 
merupakan titik krusial yang pada akhirnya membuat Mursi dan IM 
ditinggalkan oleh koalisi yang pernah dibangun sebelumnya. Ini juga 
menunjukkan sebuah fenomena kegagalan elite settlement yang dipe-
ngaruhi oleh dua faktor yaitu perbedaan ideologi dan strategi yang 
salah dalam mengelola konflik dalam koalisi elite.
Tak hanya antara kelompok Islam dan kelompok sekuler, pemerin-
tahan Mursi dan militer pun pernah mengalami settlement. Hal ini 
terlihat ketika Mursi memberhentikan Tantawy dari jabatannya sebagai 
kepala SCAF dan memberinya penghargaan tertinggi dan digantikan 
oleh El Sisi. Hal tersebut sebenarnya merupakan pilihan yang tepat 
sebagai salah satu strategi Mursi untuk melindungi kepentingan sipil. 
Pengangkatan El Sisi dan pemberian penghargaan terhadap Tantawy 
adalah upaya untuk menerapkan semacam win win solution antara opo-
sisi rezim otoriter dan sisa rezim Mubarak. Dampak yang diharapkan 
tentu sebuah kestabilan rezim baru yang lebih demokratis tanpa adanya 
gangguan dari militer.
Pertanyaan yang muncul kemudian, jika memang Mursi dan El 
Sisi telah mencapai kesepakatan, mengapa kudeta masih tetap terjadi. 
Jawaban dari pertanyaan ini menurut penulis adalah karena hancurnya 
koalisi oposisi Mubarak yang menyebabkan tidak stabilnya rezim sipil. 
Koalisi oposisi Mubarak seharusnya memiliki kedudukan yang kuat 
karena mereka yang telah menjatuhkan rezim Mubarak. Akan tetapi 
pecahnya koalisi ini ternyata memperburuk situasi yang berujung pada 
huru-hara massa yang menyuarakan tuntutan-tuntutan kepada Mursi 
hingga akhirnya meminta Mursi untuk mundur dari jabatannya sebagai 
presiden.
Pada peristiwa huru-hara yang terjadi menjelang kudeta terhadap 
Mursi terjadi polarisasi massa antara anti-Mursi vs pro-Mursi. Polarisasi 
ini menyebabkan konflik massa yang memiliki potensi menuju perang 
sipil sebab kekerasan di antara kedua kelompok terjadi dan menelan 
korban jiwa. Hal tersebut membuat situasi politik Mesir menjadi tidak 
stabil.
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Situasi yang demikian ini kemudian ditanggapi oleh militer sebagai 
situasi krisis keamanan. Dalam situasi ini, militer Mesir merasa memi-
liki wewenang untuk melakukan tindakan apapun, termasuk melaku-
kan kudeta. Pada masa awal konflik tepatnya pasca dekrit 22 November 
2012, SCAF mencoba menengahi dengan mengadakan dialog. Akan 
tetapi, hal tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya, SCAF yang 
dipimpin oleh El Sisi mengambil alih kekuasaan dengan kudeta atas 
nama rakyat Mesir.
GAGA LN YA ELITE CON V ERGENCE 
PA DA M ASA TR A NSISI DI MESIR
Tidak stabilnya rezim yang berujung pada gagalnya transisi demokra-
si Mesir tidak hanya disebabkan oleh elite yang tidak bersatu secara 
konsensual dan bahkan terpecah. Rendahnya komitmen setiap aktor 
terhadap demokrasi juga menjadi penyebab utama. Sebagaimana yang 
dijelaskan oleh Higley dan Burton bahwa ketika elite-elite dan aktor-
-aktor politik tidak bersepakat secara langsung atau melakukan settle-
ment, maka elite tersebut bisa saja mengalami konvergensi (elite conver-
gence). Elite convergence memang sebuah proses panjang terbentuknya 
koalisi-koalisi di antara elite dan aktor-aktor politik untuk berkompetisi 
dalam merebut kekuasaan. Akan tetapi, persyaratan dari proses konver-
gensi ini adalah semua pihak harus mengakui dan tunduk pada norma 
demokrasi. Dalam hal ini, setiap elite harus percaya bahwa satu-satunya 
cara untuk mendapatkan kekuasaan adalah melalui pemilihan umum. 
Di Mesir, elite convergence tidak terjadi sama sekali. Hal ini dapat 
dilihat dari bagaimana perilaku elite selama masa transisi yang tidak 
tunduk pada demokrasi. Ketika parlemen dibubarkan dan SCAF me-
ngeluarkan dekrit untuk mengambil alih fungsi legislatif pada 17 Juni 
2012, terlihat bahwa elite-elite lama mencoba menghalangi elite-elite 
baru dengan berbagai cara yang tidak demokratis. Ketika itu, elite-elite 
baru tersebut mulai mendapat tempat di kekuasaan. Dekrit yang me-
rupakan sebuah keputusan yang bersifat memaksa merupakan wujud 
nyata dari rendahnya komitmen para elite lama dalam hal ini SCAF 
terhadap demokrasi. Selain itu, pembubaran terhadap parlemen dan 
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pengambilalihan kekuasaan legislatif yang terpilih dalam pemilihan 
umum secara sepihak dan juga merupakan pengingkaran terhadap 
demokrasi.
Rendahnya komitmen aktor politik Mesir terhadap demokrasi juga 
dapat terlihat ketika kelompok sekuler tidak mendapat mayoritas di Ma-
jelis Konstituen. Elite-elite yang tergolong sebagai kelompok sekuler 
tersebut memilih untuk keluar dari forum dan melakukan boikot terha-
dap Majelis Konstituen maupun konstitusi yang dihasilkannya (Egypt 
Independent 2015). Hal ini memperlihatkan bahwa kelompok ini tidak 
menerima hasil pemilihan umum yang telah memilih kelompok Islam 
sebagai mayoritas. Ini juga menjadi satu bukti yang memperlihatkan 
bahwa kelompok ini tidak berkomitmen terhadap demokrasi, sebab 
mereka seharusnya menunggu pemilihan umum berikutnya dan me-
menangkan kompetisi untuk mewujudkan perubahan sesuai keinginan 
mereka.
Tidak terjadinya konvergensi tersebut juga mengakibatkan perpe-
cahan elite dan berakhir dengan ketidakstabilan rezim. Ketika elite 
tidak mengakui mekanisme demokrasi, maka mereka merasa dapat 
melakukan apapun untuk memperjuangkan kepentingannya. Alhasil, 
tidak akan pernah ada solusi dan aturan main yang diakui semua pihak. 
Elite akan berada pada posisi terpecah belah. Dalam konteks Mesir, 
seperti yang telah dijelaskan bahwa perilaku yang ditunjukkan oleh 
militer, elite sisa rezim Mubarak, dan kelompok sekuler mengakibatkan 
ketidakstabilan rezim. Kudeta militer akhirnya menjadi pilihan yang 
disetujui oleh semua pihak yang beroposisi untuk mengakhiri pemerin-
tahan Mursi bersama partainya, FJP dan basis sosialnya, IM. Dengan 
demikian, maka transisi demokrasi Mesir berakhir dengan kegagalan.
K ESIMPUL A N
Studi ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian bagaimana interak-
si aktor-aktor politik menentukan proses transisi demokrasi yang kemu-
dian berdampak pada kegagalan transisi demokrasi di Mesir. Dengan 
menggunakan konsep transisi demokrasi dan teori elite dalam transisi 
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yang dikemukakan oleh Higley dan Burton studi ini menemukan bah-
wa: 
Pertama, transisi demokrasi Mesir mengalami kegagalan dengan 
mengacu pada teori Linz dan Stepan mengenai syarat sebuah transisi 
demokrasi dikatakan berhasil atau tidak. Mesir dalam hal ini berhasil 
melaksanakan pemilihan umum yang menghasilkan pemerintahan 
baru. Akan tetapi, pemerintahan tersebut tidak dapat berjalan dengan 
baik akibat pembubaran parlemen oleh SCC dan tidak selesainya pem-
buatan konstitusi baru. Pemerintahan baru juga menghadapi konflik 
antar elite yang membuat militer melakukan kudeta pada 3 Juli 2013. 
Peristiwa tersebut sekaligus menjadi penanda gagalnya transisi demo-
krasi Mesir. 
Kedua, dalam transisi demokrasi Mesir, terdapat empat aktor yang 
berperan, yakni: SCAF (Supreme Council of Armed Forces); kelompok 
Islam, yang di dalamnya termasuk Ikhwanul Muslimin dan kelompok 
Salafi; elite rezim lama (status quo), elite sisa rezim Mubarak baik yang 
masih berada dalam struktur politik maupun yang telah tersingkir; dan 
kelompok sekuler yang di dalamnya termasuk elite dan para aktivis 
anti-Mubarak.
Ketiga, interaksi antar aktor tersebut merupakan interaksi yang me-
nunjukkan gagalnya elite settlement menyebabkan gagalnya transisi de-
mokrasi Mesir. Kesepakatan baik mengenai peran di antara para aktor 
maupun aturan main demokrasi tidak terjadi. Hal ini menyebabkan 
aktor politik dalam hal ini para elite berada pada kondisi yang terpecah 
belah. Perpecahan di antara elite mengakibatkan instabilitas politik 
yang juga menyebabkan konflik di level massa. Hal ini menimbulkan 
kericuhan yang menyebabkan terjadinya krisis keamanan yang kemu-
dian berakhir dengan kudeta militer yang menjadi penanda gagalnya 
transisi demokrasi.
Keempat, interaksi antar aktor politik pada masa transisi demokrasi 
di Mesir menunjukkan tidak terjadinya elite convergence. Hal tersebut 
mengakibatkan gagalnya transisi demokrasi Mesir. Tidak terjadinya elite 
convergence memiliki arti bahwa para elite tidak memiliki komitmen 
terhadap demokrasi sebagai norma. Akibatnya, para elite dan aktor po-
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litik dapat melakukan tindakan apapun untuk memperjuangkan kepen-
tingan mereka. Hasilnya rezim Mursi pada saat itu menjadi tidak stabil 
dan berakhir dengan kudeta militer. Dalam konteks elite convergence 
kudeta militer yang didukung oleh para aktor ini merupakan wujud 
nyata bahwa aktor dan elite politik yang tidak berkuasa mendukung 
cara-cara tidak demokratis.
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